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ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melaporkan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) pada Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. 2021 dan TA 2023 sertaSisa
Kurang Perhitungan Anggaran (SIKPA) pada TA 2022. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dasar perencanaan anggaran surplus atau defisit, faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya SILPA/SIKPA, serta pengarun SILPA/SIKPA terhadap
perencanaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Adapun metode yang
digunakan dalam penélitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data
primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023. Andisis data yang digunakan
yaitu andlisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang
mempengaruhi perencanaan anggaran surplus atau defisit pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) meliputi kondisi ekonomi dan sosial, insentif fiskal
daerah, sertakurang salur dan keterlambatan Dana Bagi Hasil (DBH). SILPA padaTA
2019 s.d. 2020 dan 2023 dipengaruhi oleh pelampauan pendapatan, efisiensi belanja,
dan penerimaan pinjaman, sementara SIKPA pada TA 2022 disebabkan oleh tidak
tersalurkannya DBH Provinsi dan kendala penyerapan pendapatan. Penurunan SiLPA
pada TA 2021 terjadi karena tidak adanya realisasi pinjaman daerah. SiLPA/SIKPA
mempengaruhi  perencanaan anggaran tahun berikutnya, yakni digunakan dalam
APBD Perubahan dengan fokus pada belanja publik, infrastruktur, dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Sisa Kurang Perhitungan
Anggaran (SIKPA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

ABSTRACT

The Regional Government of Tulang Bawang Barat reported a Budget Surplus
(SLPA) for Fiscal Years (FY) 2019 to 2021 and 2023, as well as a Budget Deficit
(SKPA) for FY 2022. This study aims to analyze the basis of surplus or deficit budget
planning, the factors causing SLPA/SKPA, and the influence of SLPA/SKPA on
budget planning for subsequent fiscal years. The research employs a qualitative
descriptive method, utilizing primary data obtained through interviews and secondary
data derived from The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) Audit Reports
on the Financial Statements of Tulang Bawang Barat Regency for FY 2019 to 2023.
Data analysis was conducted using interactive data analysis techniques. The findings
indicate that factors influencing surplus or deficit budget planning in the Regional
Revenue and Expenditure Budget (APBD) include economic and social conditions,
regional fiscal incentives, as well as under-disbursement and delays in Revenue
Sharing Funds (DBH). SLPA in FY 2019 to 2020 and 2023 was influenced by revenue
overachievement, spending efficiency, and loan receipts, while SKPA in FY 2022
resulted from the non-disbursement of provincial DBH and revenue absorption
constraints. The declinein SLPA in FY 2021 occurred due to the absence of regional
loan realization. SiLPA/SiKPA affects the following year’s budget planning, in the
Revised APBD with a focus on public spending, infrastructure development, and
increasing Local Own-Source Revenue (PAD).

Keywords: Budget Surplus, Budget Deficit, Local Government Budget
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah. Undang-undang yang
mengamanatkan otonomi daerah di Indonesia telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.
23 Tahun 2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014, yang dimaksud
dengan otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewgjiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara K esatuan Republik Indonesia. Menurut undang-undang
ini, otonomi daerah meliputi berbaga aspek, termasuk kewenangan untuk membuat
peraturan daerah, mengelola keuangan dan sumber daya aam, serta
menyelenggarakan pelayanan publik di berbagai bidang seperti pendidikan dan
kesehatan. L ebih lanjut, dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah
daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah
secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan
K euangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam tata kelola
pemerintahan yang balk yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan,
menyediakan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui
pengel olaan keuangan yang efektif, pemerintah daerah dapat melaksanakan anggaran
secara efisien, akuntabel, dan transparan serta dapat membantu untuk menjaga
keseimbangan fiskal daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga mempengaruhi Sisa
L ebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Berdasarkan PSAP 02 tentang Laporan Readlisasi Anggaran, Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara redlisasi pendapatan-L RA
dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD
selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
mengindikasikan adanya kelebihan dana yang belum dipakai. SILPA dapat terbentuk

karena adanya efisensi pengeluaran atau adanya program-program yang tidak
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terlaksana. Di sisi lain Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) mengindikasikan
adanya kekurangan dana. SIKPA dapat terbentuk karena tidak tercapainya target
anggaran pendapatan atau realisasi belanja melebihi anggaran. Baik SILPA maupun
SIKPA memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan penganggaran dan
kebijakan fiskal pemerintah. Jika SILPA terlalu besar, maka dapat mengindikasikan
kurang optimalnya pengelolaan keuangan pada pemerintah. Sementara SIKPA yang
terlalu besar dapat mengindikasikan penurunan kinerjafiskal pemerintah.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2023, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
membukukan SILPA sebesar Rp15.316.217.175,91. Jika dilihat dari lima tahun
anggaran terakhir, SILPA Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami
fluktuasi. Tabel 1 menunjukkan rincian SILPA dan SIKPA berdasarkan Laporan
Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d. 2023 sedangkan Gambar 1 menunjukkan tren dari
SILPA dan SKPA pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d.
2023.

Tabd 1. Tren SILPA/(SIKPA) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
TA 2019 s.d. 2023

Tahun Anggaran SILPA/(SIKPA) (Rp)
2019 54.835.632.263,62
2020 50.849.035.830,42
2021 9.604.754.217,45
2022 (2.908.736.002,73)
2023 15.316.217.175,91

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
TA 2019 s.d. 2023 - Audited)
60.000.000.000,00
40.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00

2019 2020 2021 2022 2023
-20.000.000.000,00

—e—SILPA/(SIKPA)

Gambar 1. Tren SILPA/(SIKPA) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
TA 2019 s.d. 2023



Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa pada SILPA dari TA 2019 s.d. 2022
mengalami penurunan signifikan. Puncaknya yakni pada TA 2022, Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang membukukan SIKPA sebesar Rp2.908.736.002,73.
Kemudian, pada TA 2023, terdapat peningkatan keuangan daerah sehingga
menghasilkan SILPA sebesar Rp15.316.217.175,91 atau meningkat sebesar
Rp18.224.953.178,64 (Rp15.316.217.175,91 + Rp2.908.736.002,73) dari TA 2022.
Jika dilihat dari anggaran dan realisasi surplus atau defisit pada TA 2019 s.d. 2023,
pada TA 2019 s.d. 2021 mengalami defisit anggaran, sedangkan TA 2022 dan TA
2023 mengalami surplus anggaran. Lebih lanjut, pada TA 2022, Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat membukukan realisasi surplus sebesar
Rp25.258.811.037,59, sedangkan pada TA tersebut, terdapat SIKPA sebesar
Rp2.908.736.002,73. Adapun tren surplus dan defisit TA 2019 s.d. 2023 terdapat pada
Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tren Surplug/(Defisit) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
TA 2019 s.d. 2023

Anggaran Realisas Surplug/(Defisit)
Tahun Anggaran | g, 1 i¢/(Defisit) (Rp) (Rp)
2019 (148.221.361.790,00) (11.694.338.425,64)
2020 (111.783.253.091.62) (74.118.611.984,50)
2021 (71.052.521.830,42) (57.166.805.064.97)
2002 20.711.039.215,55 25.258,811.037,59
2023 49.489.206.017.73 67.774.622.947,58

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
TA 2019 s.d. 2023 - Audited)

100.000.000.000,00

50.000.000.000,00

(50.000.000.000,00)
(100.000.000.000,00)
(150.000.000.000,00)

(200.000.000.000,00)

=@=— Anggaran Surplus/(Defisit)

TA 2019

TA 2020

TA 2021

TA 2022

TA 2023

Realisasi Surplus/(Defisit)

Gambar 2. Surplusg/(Defisit) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA

2019 s.d. 2023




Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat padaTA 2023 meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal. Adapun tren opini atas Laporan
K euangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d.
2023 terdapat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tren Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
TA 2019 s.d. 2023

Tahun Anggaran Opini

2019 Wajar Tanpa Pengecualian

2020 Wajar Tanpa Pengecualian

2021 Wagjar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf
Penekanan Suatu Hal

2022 Wagjar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf
Penekanan Suatu Hal

2023 Wagjar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf
Penekanan Suatu Hal

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, pada umumnya Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang Barat berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada TA 2019
s.d. 2023. Namun, meskipun pencapaian ini menunjukkan kinerjayang baik dalam hal
pel aporan keuangan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi SiLPA dan SIKPA
merupakan hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran
daerah serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kajian
untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SILPA dan SIKPA diperlukan. Anaisis
ini dapat membantu pemerintah daerah menyusun strategi yang lebih efektif dalam
mengelola anggaran di masa mendatang sehingga capaian pembangunan dapat
dioptimalkan.

Pendlitian ini memperhatikan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh
Amelia dan Khoiriawati (2022) dengan judul Analisis SILPA Sebagai Alat Ukur
Pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan
Sefitri, dkk. (2022) dengan judul Analisis Penyebab dan Dampak Adanya Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Adapun hasil dari
penelitian Amelia dan Khoiriawati (2022) tersebut yaitu Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Blitar menunjukkan kinerja pengelolaan APBD yang kurang
optimal dalam pencapaian pendapatan daerah, dengan target yang hanyatercapai pada
2019, namun berhasil mencapai efisiensi belanja. Penyebab utama SILPA adalah
efisens belanja, sehingga diperlukan peningkatan redlisas belanja untuk



memaksimalkan sergpan anggaran dan menyelesaikan program yang belum
terlaksana. Selanjutnya, penelitian Safitri, dkk. (2022) menyimpulkan bahwa defisit
anggaran di Kabupaten Bondowoso terjadi akibat total belanja yang melebihi
pendapatan serta adanya SILPA yang harus diserap, dengan SILPA dipengaruhi oleh
pelampauan pendapatan dan sisa anggaran belanja yang berdampak pada anggaran
tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu mengelola penggunaan
SILPA secara tepat agar tidak menghambat pencapaian target kinerja. Penelitian ini
menguatkan temuan Amelia dan Khoiriawati (2022) serta Safitri, dkk. (2022) dengan
menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya
SILPA dan SKPA pada Kabupaten Tulang Bawang Barat selama TA 2019-2023.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi pengelolaan
anggaran yang lebih efektif bagi pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan

pembangunan serta optimalisasi capaian pembangunan di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini antaralain:
a. Apa yang mendasari perencanaan anggaran surplus atau defisit pada Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 20237
b. Apa sgja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SILPA atau SIKPA pada
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023?
c. Bagamana pengaruh SILPA atau SIKPA pada Pemerintah Kabupaten Tulang

Bawang Barat terhadap perencanaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya?

1.3. Tujuan Pendlitian
Tujuan dari pendlitian ini antaralain:

a. Untuk menganalisis dasar perencanaan anggaran surplus atau defisit pada
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023;

b. Untuk menganalisisfaktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SILPA dan SIKPA
pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2019 s.d. 2023;

c. Untuk menganalisis pengarun SILPA dan SIKPA pada Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang Barat terhadap perencanaan anggaran pada tahun anggaran
berikutnya.



1.4. Manfaat Penelitan
Manfaat dari penelitian ini antaralain:

a. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun
kebijakan terkait alokasi APBD dan pengendalian keuangan daerah sehingga
anggaran dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

b. Bagi Pemeriksa/Auditor
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun
prosedur pemeriksaan tambahan atas APBD pada Pemerintah Daerah.

1.5. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagal berikut:

a. Bab | Pendahuluan
Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

b. Bab Il Landasan Teori
Bab ini menjelaskan mengenai teori yang mendasari penelitian ini seperti
Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Readlisas Anggaran, dan Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

c. Bab I1l Metode Pendlitian
Bab ini memaparkan mengena metode yang digunakan dalam penelitianini, seperti
objek pendlitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengujian
data.

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini memaparkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa
L ebih/Kurang Pembiayaan Anggaran pada objek pendlitian.

e. Bab V Simpulan dan Saran
Bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi
berdasarkan hasil pendlitian.
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